
 
            
 

BUPATI KUDUS 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR  29  TAHUN 20172017 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENINGKATAN DAN PENYEMPURNAAN 

PENGAWASAN MELEKAT DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUDUS, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dayaguna 

dan hasilguna pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan pada Aparatur Sipil Negara dan 
Aparatur Pemerintah Desa, perlu adanya peningkatan 
dan penyempurnaan pengawasan melekat yang pada 
prinsipnya dilakukan secara berjenjang dari atasan 
langsung kepada bawahannya; 
 

b. bahwa guna peningkatan dan penyempurnaan 
pengawasan melekat pada Aparatur Sipil Negara dan 
Aparatur Pemerintah Desa, perlu adanya pedoman 
peningkatan dan penyempurnaan pengawasan 
melekat di lingkungan pemerintah kabupaten kudus;  

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5495); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

   
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

   
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

   
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890);  
 
 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

   
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037); 

   
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

   
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

   
 
 
 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 
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  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
156); 
 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 99); 
 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 113); 
 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 175); 
 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, 
Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi 
Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau 
Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200); 
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  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 201); 
 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 202); 
 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 184); 
 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 203); 
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  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193); 
 

  29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2012 Nomor 23); 
 

  30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16); 
 

  31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
Inspektorat Kabupaten Kudus (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29); 
 

  32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 
Nomor 30); 
 

  33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten 
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 
Nomor 31); 
 

  34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 32); 
 

  35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 33); 

   
 

                         M E M U T U S K A N  : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENINGKATAN DAN PENYEMPURNAAN PENGAWASAN 
MELEKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KUDUS. 
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Pasal  1 
 

Pedoman Peningkatan Dan Penyempurnaan Pengawasan 
Melekat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal  2 
 
Pedoman Peningkatan dan Penyempurnaan Pengawasan 
Melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
dilaksanakan oleh: 

1. Bupati dalam kedudukan sebagai Kepala Daerah, 
Pejabat Pembina Kepegawaian, dan Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.  

2. Wakil Bupati dalam kedudukan sebagai Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah. 

3. Sekretaris Daerah dalam kedudukan sebagai Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II.a), Pejabat 
yang Berwenang di bidang Kepegawaian, Koordinator 
Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Daerah 
serta Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan 
Sekretariat Daerah. 

4. Asisten Sekretaris Daerah dalam kedudukan sebagai 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II.b) 
yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala 
Perangkat  Daerah dan Staf Ahli tertentu. 

5. Kepala Perangkat Daerah dalam kedudukan sebagai 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II.b), 
Pengguna Anggaran/Barang yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, 
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

6. Camat dalam kedudukan sebagai Pejabat 
Administrator (setara Eselon III.a), Pengguna 
Anggaran/Barang serta Pembina dan pengawas 
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan desa; 

7. Kepala Kantor dalam kedudukan sebagai Pejabat 
Administrator (setara Eselon III.a) dan Pengguna 
Anggaran/Barang; 

8. Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang 
dan Sekretaris Kecamatan dalam kedudukan sebagai 
Pejabat Administrator setara Eselon III.a atau III.b dan 
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penatausahaan 
Keuangan/Pejabat Pembuat Komitmen; 

9. Pengawas Sekolah SDN dan SMPN yang berkedudukan 
sebagai pengawas Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, 
dan Tenaga Kependidikan SDN dan SMPN di wilayah 
kerjanya. 
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10. Kepala Sekolah SDN dan SMPN yang berkedudukan 
sebagai atasan Tenaga Pendidik, dan Tenaga 
Kependidikan SDN dan SMPN di Unit Kerjanya. 

11. Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub 
Bidang dan Kepala Sub Bagian dalam kedudukan 
sebagai Pejabat Pengawas setara Eselon IV.a dan IV.b 
serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 

12. Bendahara dalam kedudukan sebagai pengelola 
keuangan/barang dan sebagai pengendali Bendahara 
Pembantu dan Pembantu bendahara Pembantu; 

13. Kepala Desa selaku penyelenggara Pemerintahan Desa 
dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
dan kekayaan milik desa;  

14. Sekretaris Desa selaku pembantu Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan, serta koordinator pelaksana 
teknis pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan 
tatalaksana Desa;  

15. Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Kepala Urusan pada 
Pemerintah Desa selaku pelaksana kegiatan sesuai 
bidangnya; dan 

16. Bendahara Desa, selaku Pengelola Keuangan Desa. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

     

Telah diteliti atas kebenarannya :                  Ditetapkan di Kudus 
                 pada tanggal  13 Oktober 2017 

                       BUPATI KUDUS, 
 
 
 
 
                       M U S T H O F A 

 No. Jabatan Paraf 

1.  SEKDA  

2.  ASISTEN SEKDA  

3.  
KEPALA BAGIAN / KANTOR 
/ BIDANG 

 

4.  BAG. HUKUM/LAINNYA  

 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 13 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

 

 

 

          NOOR YASIN  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN  2017 NOMOR  29 
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